
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Letnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor
7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan [Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78
Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa;

BUPATI BALANGAN.

DENGAN RAHMATTUHAN yANG MAHA ESA

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

TENTANG

PERA1'URAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 48 TAHUN 2018

BUPATJ BALANGAN
PROVTNSIKALIMANTAN SELATAN

Mengingat

Menimbang



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pernerintahan daerah yang rnernirnpin pelaksanaan urusan pernerintahan
yang menjadi kewenangan pernerintah daerah otonom.

3. KepalaDaerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat. sebagai Satuan Organisasi

Perangkat Dae.rah.
5. Camat adalah pemimpin kecarnatan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melaJui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, danl atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistern pernerintahan Negara Kesatuan
Republik lndonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistern pernerintahan Negara
Kesatuan Republik lndonesia.

8. Pemerintah, Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan
Desa.

9. Badan Perrnusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau
yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan

Pasal 1

BABI
KETENTUAN UMUM

PEDOMANPERATURAN BUPATI T!:l:NTANG
PENGELOLAANKEUANGANDESA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
ten tang Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor611);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengalokasian DlIDa Desa Setiap
Kabupateo/Kota dan Penghirungan Rincian Dana Desa
Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017Nomor1884).

6. Peraruran Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan
dan .8elanja Negara sebagaimana diubah terakhir kali
dengan Peraruran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik TndonesiaTahun, 2016Nomor
57, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Republik Indonesia Tah un 2015 Nornor 157, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNornor5717);
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fungsi pcrnerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayab dan ditetapkan secara
demokratis.

10.Keuangan Desa adalah sernua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang rneliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka wakru 1 (satu) tahun.

13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan pemcrintahan Desa.

14.Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.

16. Pendapatan adalah sernua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahuri
anggaran yang mcnjadi hak Desa dan tidak perlu dikernbalikan oleh
Desa.

17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban
Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali
oleh Desa.

18. Pcmbiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
danj'atau peogeluaran yang akan diter ima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan rnenyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan
keuangan Desa berdasarkan kepurusan kepala Desa yang menguasakan
sebagian kekuasaan PKPKD.

21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai
unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai
koordinator PPKD.

22. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa
yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang
menjalankan tugas PPKD.

23. Kepala Seksi, yang seJanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat. Desa
yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas
PPKD.

24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerinrahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu)
rekening pada Bank yang ditetapkan,

25. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dirniliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa
yang dipisahkan gt.ma mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
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26. Dana Cadarigan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegia.tan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran.

27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Dcsa
dengan belanja Desa.

28. Dcfisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.

29. Sisa Lebib Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPAadalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selarna
satu periode anggaran.

30. Dokurnen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat OPAadalah
dokumen yang mernuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang
disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB
Desa.

31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjulnya disingkat
DPPA adalah dokumen yang rnernuat perubahan rincian kegiatan,
anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Perubahan APBDesa danj atau Perubahan Penjabaran APBDesa.

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat
OPALadalah dokurnen yang mernuat kegiatan, anggaran dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari
SiLPAtahun anggaran sebelurnnya.

33. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh Pernerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan zatau
penyedia barang/ jasa.

34. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAKDesa adalah
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang
digunakan rnengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh
kepala Desa.

35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokurnen pcngajuan untuk rnendanai kegiatan pengadaan barang clan
jasa,

36. Surat Permintaan Pembayaran Definitif yang selanjutnya disingkat SPP
Definitif adalah permintaan pembayaran yang sudah pasti danJatau
telah ada bukti pengeluarannya.

37. Surat Permintaan Pembayaran Panjar yang selanjutnya disingkat SPP
Panjar adalah permintaan panjar dari pelaksana kegiatan.

38. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat API?
adalah inspektorat jenderal kcmenterian, unit pengawasan lembaga
pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan
inspektorat daerah kabupaten/ kota.

39. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat
DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Balangan.

40. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD,adalah Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.
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(1)Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2)Transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa
dalam pengelolaan keuangan Desa harus dapat menyajikan informasi
secara terbuka dan mudah diakses masyarakat, mulai dari tujuan,
sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenisjobyek belanja serta

Pasal 3

BABIl!
AZAS PENGELOLAAN KEUANOAN DESA

(3)Ruang lingkup pengelolaan keuangan Desa yang diatur dalarn Peraturan
Bupati ini meliputi:
a. Azas pengelolaan keuangan Desa;
b. kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
c. struktur APBDesa;
d. pengelolaan;
e. pembinaan dan pengawasan; dan
f. sanksi.

(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. memberikan kepastian cara atau metode urituk melakukan

pengelolaan keuangan Desa yang bersurnber dari pendapatan asli,
dana desa, dana alokasi desa, bagi hasil pajak Daerah, bagi hasil
retribusi Daerah, bantuan keuangan, serta pendapatan Desa lainnya
yang sah sebagai sumber penerirnaan keuangan Desa di Daerah sesuai
ketenruan yang berlaku;

b. agar Pemerintah Desa dapat melaksanakannya dan mengurus
kewenangannya dengan optimal sesuai dengan kebutuhan dan
prioritas desa; dan

c. agar surnber penerimaan keuangan Desa dapat dimanfaatkan
semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat
Desa dan kualitas hidup mariusia serta penanggulangan kemiskinan,

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adaJah:
a. sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah scbagai unsur pembina

Pemcrintahan Desa dalam mewujudkan rata kelola keuangan
Pernerintahan Desa yang baik; dan

b. memberikan pedoman dalam kcgiatan Pengelolaan Keuangan Desa di
Daerah,

Pasal2

BAB U
MAKSUD, TUJUAN DAN

RUANO LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

41. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes
adalah berbasis aplikasi sebagai upaya untuk rneningkatkan kapasitas
pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
desa.
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Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan
dengan kepurusan kepala Desa.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan
sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
mernpunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

b. menetapkan kebijakan ten tang pengelolaan barang milik Desa;
C. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran ares beban

APBDesa;

d. menetapkan PPKD;
e. menyetujui DPA, OPPA, dan OPAL;
r. rnenyetujui RAK Oesa; dan

g. menyetujui SPP.

(I) Kepala Desa adaJah PKPKD dan rnewakili Pernerintah Desa dalarn
kepernilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Pasal4

Bagian Kesaru
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(6) Pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes.

(5) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1
(satu) tahun anggaran rnulai tanggal 1 Januari sarnpai dengan tanggaJ 31
Desember.

(3)Partisipatif sebagairnana dimaksud pada ayat (2) bahwa dalam
pengelolaan keuangan Desa melibatkan masyarakat sehingga masyarakat
mengetahui hak dan kewajibannya,

(4)Disiplin anggaran sebagairnana dimaksud pada ayat (2) bahwa dalam
pengelolaan keuangan Desa yang direncanakan merupakan perkiraan
yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap surnber
pendapatan, belanja yang direncanakan merupakan perkiraan tertinggi
atau batas tertinggi pengeluaran belanja, pengangga.ran pengeluaran
harus didukung dengan adanya kcpastian tersedianya penerimaan daJam
jumlah yang cukup dan semua penerimaan dan pengeluaran harus
dianggarkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui RKD.

korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang akan
dicapai dari suatu kegiatan.
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(2) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
c..mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

e..menandatangani perjanjian kerja sarna dengan penyedia atas
pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang
tugasnya; dan

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya
untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa .

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas
sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal7

(3) Selain rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa
mernpunyai tugas:
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan OPAL;
b. mela.kukan verifikasi terhadap RAJ( Desa: dan
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB

pesa.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernpunyai tugas:

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan raricangan

perubahan APB Desa;
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang

APE Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APE Desa;

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa
ten tang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APE Desa;

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang rnenjalankan tugas
PPKD; dan

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa,

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas
sebagai koordinator PPKD.

Pasal6

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:

a. Sekretaris Desa;

b. Kaur dan Kasi; dan

c. Kaur keuangan.

Pasal 5
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(1) APBDesa, terdiri dari:
a. pendapatan Oesa;

b. belanja Desa; dan
c. pembiayaanDesa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diklasifikasikan menurut kelornpok, jenis dan objek pendapatan.

Pasal 10

BABV
ANGGARANPENOAPATANDAN BELANJA DESA

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan merniliki
Nomor Pokok Wajib Pajak Pernerintah Oesa.

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (I), mempunyai tugas:

a. menyusun RAKDesa; dan
b. melakukan penarausahaan yang meliputi menerima menyimpan,

menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan APB Oesa.

(1) Kaur keuangan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Pasal9

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayar (5) ditetapkan melaJui keputusan
Kepala Oesa.

(4) Pernbenrukan tim sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1) diusulkan pada
saat penyusunan RKP Desa.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana
kewilayahan.

c. anggota.

(2) Tim sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit
3 (tiga) orang, berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga
kemasyarakatan Oesa dan Zatau masyarakar, yang terdiri atas :

a. kerua;

b. sekretaris; dan

(1) Kaur dan Kasi dalarn rnelaksanakan rugas sebagaimana dimaksud daJarn
Pasal 7 ayat (2) dapat dibantu oleh tim yang rnelaksanakan kegiatan
pengadaan barangyjasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat
dilakukan sendiri.

PasaJ 8

(3) Pernbagian rugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan bidang
tugas masing-masing dan ditetapkan daJam RKP Desa.

8
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(5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
antara Jain hasil pungutan Desa.

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan
masyarakat Desa.

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain,
pengelolaan tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, ternpat
pcmandian umum, jaringan irigasi desa, pelelangan ikan milikDesa, kios
milik Desa, pemanfaatan lapangarr/ prasarana olah raga milik Desa dan
hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul
dan kewenangan lokal berskala Desa.

(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, antara
lain bagi hasil BUM Desa.

(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dirnaksud dalam PasaJ 12
ayat (2)huruf a, terdiri atasjenis :
a. hasil usaha;
b. hasil aset;
c. swadaya, partisipasi dan gotongroyong; dan
d. pendapatan asli Desa Jam.

PasaJ 13

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
kelornpok:
a. pendapatan asli Desa;
b. transfer; dan

c. pendapatan Lain.

(1) Pendapatan Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf
a, yaitu seroua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
menjadi hak Desa dan tidak perlu dikernbalikan oleh Deea,

Pasal 12

Bagian Kesatu
Perrdapatan

Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembi.ayaan Desa diberi.kode rekening.

Pasal 11

(4) Pernbiayaan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf c
diklasifikasikan menurut kelornpok, jenis dan objek pembiayaan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifikasikan rnenurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja,
objek belanja, dan rincian objek belanja.
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a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan pembangunan Desai

--=-~- -

(1) Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang :

Pasal 17

(2) Belanja Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dipergurrakan unruk
mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b,
yaitu sernua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1
(.satu) tabun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh Desa.

Pasal 16

Bagian Kedua
Belanja Desa

Kelompokpendapatan lain sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
huruf C, terdiri atas :
a. penerimaan dan hasil kerja sarna Desa
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
d. koreksi kesalaban belanja tahun anggaran sebelumnya yang

rnengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
e. bunga bank; dan

f. pendapatan Iain Desa yang sah.

Pasa115

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagairnana dimaksud pada ayat (2)
dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per serarus] dan paling
banyak 30% (tiga puluh per seratus].

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dan huruf e dapat bersifat urnum dan khusus.

c. alokasi dana desa;
d. bantuan keuangan dad Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Provinsi; dan
e. bantuan keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten IKota.

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf
b, terdiri atas jenis :
a. dana Desa;
b. bagian dan hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.z kota;

Pasal 14
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(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayal (1)
hUTUf d dibagi dalam sub bidang :
a. kelautan dan perikanan;

.-=~ e~peftantan dan perernakan;

':~~ ~. I

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf c dibagi dalam sub bidang :
a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
b. kebudayaan dan kegamaan;
c. kepemudaan dan olah raga; dan
d. kelembagaan masyarakat.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf b dibagi dalam sub bidang :
a. perididikan;

b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. kawasan permukiman;
e. kehutanan dan lingkungan hidup;
f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
g. energi dan sumber daya mineral; dan
h. pariwisata,

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf a. dibagi dalam sub bidang :

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan
operasional pemerintahan Desa;

b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan

kearsipan;
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;

dan
e. pertanahan.

Pasal18

(2) Klasifikasi belanja sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai
denga.n huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi
dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di
Desa.

c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
d. pemberdayaan rnasyarakat Desa; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

J I



(5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi atas
jeriis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja sebagaimana

-===-=-- _-=" tercantum dalam lampiran.

(4) Pernbayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraruran perundang-undangan dan kernampuan APB
Oesa.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 huruf a,
dianggarkan untuk pengeLuaran penghasilan tetap, tunjangan,
penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan
perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalarn bidang penyeleriggaraan pemerintahan Desa.

Pasal21

Jenis Belanja sebagairnana dimaksud dalam Pasa! 16 ayat (1), terdiri atas :
a. belanja pegawai;

b. belanja barang/jasa:
c. belanja modal; dan

d. belanja tak terduga.

Pasal20

(2) Daftar kegiatan sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1) menggunakan
bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan
kode rekening yang Sarna.

(3) Daftar kegiatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
larnpiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini,

(1) Sub bidang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sarnpai
dengan ayat (4) dibagi da1am kegiatan.

Pasal 19

(5) Klasifikasi belanja sebagairnana dimaksud dalam Pas a! 17 ayat (1)
huruf e dibagi dalam sub bidang :

a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat; dan

c. keadaan mendesak.

c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;

d. pemberdayaan perernpuan, perlindungan anak dan keluarga;

e. koperasi, usaha mikro ked] dan menengah:
r. dukungan penanaman modal; dan

g. perdagangan dan perindustrian.

12
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(1)Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. paling sedikit 70% (tujub puluh perseratus) dari jumlah anggaran

belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pernbinaan
kernasyarakatan Desa dan pernberdayaan masyarakat Desa.

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dad jurnlah anggaran
beJanja Desa digunakan untuk :

=====-=-...;,1:.,:._ penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;

Pasal 24

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi atas
jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja sebagaimana
tercantum dalam Iarnpiran.

{I} Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c,
digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang niJai
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

(2) Pengadaan barang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) digunakan
untuk kegialan penyelenggaraan kewenangan Desa;

Pasal23

(5) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
diklasifikasi atas jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja
sebagaimana tercantum dalam lampiran.

(4) Pemberian barang pacta rnasyarakat/ kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pacta ayat (.2) huruf f dilakukan untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan Desa.

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun
Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban,
serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Belanja oarang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
antara lain untuk :
a. operasional pemerintah Desa;
b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
c. kegiatan sosialisasi/rapat/peJatihan/bimbingan teknis;
d. operasional BPD;
e. insentif Rukun TetanggayRukun Warga; dan
f. pernberian barang pada masyarakatJkelompok rnasyarakat.

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b
digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 [dua belas) bulan.

Pasa122
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(2) Ketentuan kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal
25 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial arrtar kelornpok atau antar korrnrnitas masyarakat, dan
teror.

(1) Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
ayat (3) adalah bericana yang diakibatkan oleh perrstrwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alarn antara lain berupa
gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Pasal26

(6) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi
atas jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja sebagaimana
tercanturn dalam lampiran.

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya
pemenuhan kebutuhan pruner dan pelayanan dasar rnasyarakat miskin
yang mengaJami kedaruratan.

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena
adanya kerusakan danjatau terancamnya penyeles.aian pernbangunan
sarana dan pr'asa rana akibat kenaikan harga yang menyebabkan
terganggunya pelayanan dasar rnasyarakat,

(3) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) rnerupakan upaya tanggap darurat akibat
rerjadinya bene ana alam dan bencana sosial.

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) paling sedikit mernerruhi kriteria sebagai 'berikur :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktiviras pemerintah Desa
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan

c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

(11Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d
merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal
Desa.

Pasal25

2. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
3. penyediaanjaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

4. penyediaan operasional Pernerinrah Desa;

5. penyediaan tunjangan BPD;

6. Penyediaan Operasional BPD;
7. Penyediaan lnsentif/Operasional RTjRW,
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(2)Belanja rak terduga unruk kegiatan pad a sub bidang p.enanggulangan
=",.,..==-=...:b;!:e::.!,;nc<l:_na,keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala Lokal

(1)Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pad a sub bidang
penanggulangan ben.cana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang
berskala lokal Oesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.

Pasal 29

(3) Pernerintah Desa dalam menetapkan kriteria penanggulangan beneana,
keadaan darurat, dan keadaan mendesak berskala lokal Desa
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (1)
dan ayat (2), sesuai dengan kewenangan Desa yang disepakatl bersama
dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Oesa.

(2) kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa yang sama sekali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan Zatau mempunyai sumber
mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar yang Jayak bagi kehidupan dirinya dan Zatau
keluarganya.

(1) kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(5) adalah keadaan yang rnemaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi,
dan diselesaikannya upaya pernenuhan kebutuhan primer dan pelayanan
dasar masyarakat miskin yang rnengalami kedaruratan berupa
keburuhan pangan, sandang, perurnahan, kesehatan, pendidikan,
pekerjaan , dan/ atau peJayanan sosial.

Pasa128

(2) kriteria sararia dan prasarana pelayanan dasar untuk rnasyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mcrupakan sarana dan prasarana
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umurn dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban
urnurn dan perlindungan rnasyarakat, dan so sial yang memerlukan
penanganan segera.

(1) Kriteria keadaan darurat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4)
adalah adanya kerusakan danj atau terancamnya penyelesaian
pernbangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga atau akibat
Jainnya yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

Pasa127

(3) Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan
bencana alarn dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya
bencana alam dan bencan a social, berupa kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditirnbulkan, meliputi :
a. kegiatan penye1amatan dan evakuasi korban dan harta benda;

b. pemenuhan kebutuhan dasar, pcrlindungan dan pengurusan
pengungsi; dan

c. penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sararia urnurn.
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(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Iiuruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil
penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang
selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalarn APBDesa.

(2) SiLPA sebagaimana dirnaksud pacta ayat {ll huruf a paling sedikit
meliputi pelampauan pencrimaan pendapatan terhadap belanja,
penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belurn selesai at au
lanjutan.

(1) Penerimaan pernbiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
huruf a, meliputi :
a. SiLPAtahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan; dan
c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan

bangunan.

Pasal31

(2) Pembiayaan Desa, sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas
kelompok:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

(1) Pernbiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf
c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau
pengeluaran yang akan diterirna kernbali, balk pada rahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya,

Pasa130

Bagian Ketiga
Pembiayaan

(4)Sumber pendanaan beJanja tak terduga dapat diambilkan dari sumber
pendapatan yang dianggarkan dalam APBDesa dan/atau bersumber dari
pengalihan belanja kegiatan lainnya pada Bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pernbinaan
kemasyarakatan Desa, darr/arau pemberdayaan rnasyarakat Desa, yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes.

(5) Realisasi Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) dilaporkan sesuai dengan kuitansi/pengeluaran/belanja yang
dilakukan.

(3) Dalam hal Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan dalam APB Desa dan Iatau APB Desa Perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian rencana anggaran biayanya
dapat dibuat secara global tanpa dirinci.

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan melalui
APBDesa dan Zatau APBDesa Perubahan.
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(7) lndikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi:

-====f'==a;",' ",p~enyertaan modal dalam benruk uang dapat dilakukan apabila terjadi
·.!L\H:~J"'·~ •. ; , surp1us anggaran.

~~-~--------------

(6) Penyertaan modal untuk penguatan modal BUM desa dapat diberikan
kepada BUM Desa yang sudah rnenjalankan usahanya dengan baik;

(5) Penyertaan modal awal BUM Desa dapat diberikan kepada desa yang
barumembentuk BUMDesa;

(4) Penyertaan modal BUMDes di.tetapkan dengan Peraturan Desa;

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk
tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran
pembiayaan dalam APB Desa.

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal32 huruf b antara
lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang
diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa
atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 34

(5) Penganggaran dana .cadangan tidak melebihi tahun akhir masajabatan
kepala Desa.

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan ·atas
penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. besaran dan r incian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(1) Pemberttukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya
tidak dapat sekaligus dibebankan dalam, 1 (sam) tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan peraturan Desa,

(3) Peraturan Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) paling sedikit
mcmuat:

Pasal33

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
huruf b, terdiri atas :
a. pernbentukan dana cadangan; dan

b. penyertaan modal.

Pasa132
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(1) Mekanisme unruk penyaluran penyertaan modal awal BUM Desa
maupun penyertaan modal untuk penguatan modal BUM Desa
sebagairnanadimaksud pada pasal 34 ayar (2) adalah pengurus BUM
Desa harus mengajukan proposal kepada Kepala Desa dengan
melengkapi dokumen pencairan penyertaan modal sebagai berikut:
8. permohonan pencairan;

b. fakta Integritas;

c. sural pernyataan tanggung jawab penggunaan penguatan modal
usaha BUMDesa oleh Direktur operasional / pelaksana operasional;

d. naskah perjanjian penggunaan penguatan modal usaha BUM Desa
dari, pemerintah Desa kepada BUMDesa;

e. Peraturan Desa tentang pernbentukan BUMdesa;
f. anggaran dasar / anggaran rurnah tangga;
g. surat keputusan Pengurus;-===:!..",,,,..;::::...___

Pasal35

(13)Berdasarkan kesimpulan dari TPKU, apabila usaha di'simpulkan layak
rnaka dapar dilanjutkan sesuai mekanisme penyertaan modal kepada
BUMDes.

(12)TPKUsebagaimana ayat (11) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala
Desa;

(ll)Studi keJayakan usaha dibuat oleh Tim Penyusun Kelayakan Usaha
(TPKU) yang dapat berasal dari Kepala Desa, Pengurus BUMDes
dan Zatau masyarakat;

(lO)Studi kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat
meliputi indikator berikut :
a. aspek pasar dan pemasaran;
b. aspek teknis dan teknologi (aspek produksi);
c. aspek manajernen dan sumber daya manusia;
d. aspek keuangan;

e. aspek sosial, budaya, ekonorni, politik, lingkungan usaha dan
lingkungan hidup;

f. aspek hukum (yuridis).

(9) lndikator analisis kelayakan periyertaan modal sebagairnana dirnaksud
pada ayat (8) meliputi:

a. disetujui dalam MusyawarahDesa;
b. kelembagaan telah terbenruk;
c. studi kelayakan usaha.

(8) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. penyertaan modal dalam bentuk bangunan dapat dilakukan apabila
bangunan tersebut tidak sedang dipergunakan untuk pelaksanaan
penyelenggaran pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat.
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(3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan
APJJWl" I • 'r,arrGGl.ljlganPeraturan Desa ten tang APBDesa.T1

(2) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran
berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal38

Bagian Kesatu
Perencanaan

(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan
transaksi pada saat kas diterirna atau dikeluarkan dan rekening kas
Desa.

(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
dilakukan dengan Basis Kas.

Pas·al37

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.

BAB VI
PENGELQLAAN

Pasal36

(5) Penyertaan modal pad a BUMDes wajib dipertanggungjawabkan
penggunaannya oleh pengurus BUMDes dan Pengurus BUMDes wajib
menyampaikan Japoran pertanggungjawaban kepada KepaJa Desa.

(4) Proposal dan Dokumen-dokurnen terse but ditembuskan kepada
Kecarnatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai
laporan untuk diketahui,

(3) Setelah proposal dan dokurnen pengajuan pencairan penyertaan modal
dinyatakan lengkap oleh Pemerintah Desa, maka barulah pemerintah
Desa men transfer / menyalurkan dana penyettaan BUM Desa ke rekening
BUMDesa.

(2)Pemerintah Desa melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

h. studi kelayakan usaha;

L fotokopy KTP (Ketua BUMDesa};
j. fotokopi rekening BUM Desa.
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(4) Penyarnpaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilengkapi dengan dokumen paling
sedikit meliputi:
a. surat pengan tar;
b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran AP~Desai
c. peraturan Desa mengenai RKPDesa;

-===='-:::::"':-=---...,
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(3) Dalarn peJaksanaan evalasi, Carnat dapat membentuk Tim Evaluasi APB
Desa di Kecarnatan dengan Surat Keputusan Camat.

(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDcsa.

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (3) disarnpaikan KepalaDesa kepada Camat paling
lambat 3 (tiga)bari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pasal42

Bupati mendelegasikan evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDeskepada Carnat.

Pasal41

(2) Sekretaria Desa. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Raneangan
Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa.

Pasal40

(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(4) Dalarn hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa yang disampaikan Kepala Dcsa, Pemerintah Desa hanya dapat
melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional
penyelenggaraan pernerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun
sebelumnya.

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagairnana dirnaksud
pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan.

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APE-Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk .dibahas dan
disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa kepada Kepala Desa,

Pasal39
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(4) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Kepala Desa
hanya dapat rnelakukan pengeluaran terhadap operasional
penyelenggaraan pernerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun
sebelumnya sampai penyernpurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Carnat.

(3) Kepala Desa mernberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan
Peraturan Kcpala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
pembatalan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)dan selanjutnya Kepala
Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa dimaksud.

(2) Pembatalan Peraruran Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5)
tidak ditindaklanjuti o.leh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi
Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa menjadi Peraruran Kepala Desa, Camat
mengusulkan pembatalan peraturan dimaksud kepada Bupati melalui
DPMD.

Pasal44

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
sesuai derigan ketenruan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD
melakukan penyernpurriaan paling lama 20 (dua puluh] hari kerja
terhitung sejak ditcrimanya hasil evaluasi.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan urnum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa
menetapkan rnenjadi Peraturan Desa.

(3) Dalarn hal Camat tidak mernberikan basil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa
dimaksud berlaku derigan sendirinya.

(2) Hasi.levaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20
(dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(1) Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait
dalam pelaksanaan evaluasi.

Pasal43

d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa;

e. peraturan Desa rnengenai pernbentukan dana cadangan, jika tersedia;
r. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
g. berita acara basil musyawarah BPD.
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(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara
lain :
a. merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan

dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau
penurunan lebih besar dari 50 %;

b. presentase 50% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan
dan belanja dalarn APB Desa;

c. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
__""====-:",,,==~ekonomi,danl atau kerusuhan scsial yang berkepanjangan;

" II
1

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun 'anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(1) Pemerinrah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalarn pendapatan Desa pada

tahun anggaran berjalan;
b, sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan

tahun berjalan yan.g akan digunakan dalam tahun berkenaan;
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar

bidang, antar sub bidang, anter kegiatan, dan antar jenis b.elanja; dan
d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tabun sebelumnya harus

digunakan dalatn tahun anggaran berjalan.

Pasa147

(2) Informasi sebagairuana dirnaksud pada ayat (1) paling sedikit mernuat:

a..APB Desa;
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang rnelaksanakan kegiatan;
dan

c. alamat pengaduan.

(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada
masyarakat.melalui media informasi.

Pasal46

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan KepaJa Desa tentang
penjabaran .APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa
tentang APB Desa.

(2) Peraturan Desa ten tang APE Desa sebagaimana dimaksud pacta ayat (1)
ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran
sebelumnya.

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi
ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal45
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(3) Desa yang belum memiliki pe1ayanan perbankan di wilayahnya, rekening
kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa
dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

(2) Rekenlng kas Desa sebagaimana d.irnaksud pada ayat (1) dibuat oleh
Pernerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepata Desa dan Kaur
Keuangan.

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerirnaan dan
pengeluaran Desa yang dilaksanakan rnelalui rekening kas Desa pada
bank yang ditunjuk Bupati,

Pasa150

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 45 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa rnengenai
perubahan APBDesa.

Pasal49

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan
selanjtrtnya disampaikan kepada Carnat melalui surat pernberitahuan
mengenai Peraturan Kepala Desa ten tang perubahan penjabaran APB
Desa.

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi :

a. penambahan danjatau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun anggaran berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar
objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
rnenyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun, anggaran
berjalan;

d. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana.keadaan darurat dan
keadaan mendesak.

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

Pasa148

(4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap
mempedomani RKP Desa,

d. terjad.i perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah danfatau
Pernerintah Daerah.



rancangan DPA yang telah diverifikaai oleh(2) Kepala Desa menyetujui
,.. Sekretaris Desa .
.\Wll"t11'''·1 t f
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(l) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15
(lima betas) han kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan
DPA.

Pasal53

(6) Kaur dan Kasi peJaksana kegiatan anggaran rnenyerahkan raricangan
DPA kepada Kepala Desa melaJui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam)
hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan
kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan
kegiatan.

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang teJah dianggarkan.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rencana kegiatan dan anggaran desa;

b. rencana kerja kcgiatan desa; dan
c. rencana anggaran biaya.

(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
Peraturan Desa teruang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa rentang
Penjabaran APB Desa ditetapkan.

Pasal52

(3) Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai yang bersumber dari
penerimaan peridapatan desa dan harus disetorkan ke kas desa paling
lambat 2 han kerja sejak diterirna.

(2) Jumlah uang lunai yang dapat disimpan Kaur Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayar (1) paling banyak sebesar Rp. 7.500.000,00 (rujuh
juta Limaratus ribu rupiah).

(1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang runai pada jumlah tertentu
unruk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.

Pasal51

(5) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
dilaporkan kepala Desa kepada Bupati cq. DPMD.

(4) Penunjukan bank dalam pengelolaan keuangan Desa melalui rekening
kas Desa sebagaimana dirnaksud pada ayar (1) ditetapkan dengan
Kepurusan Bupati.
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(1) Arus kas keluar sebagaLmana dimaksud dalam Pasal 56 memuat semua
pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

Pasa! 58

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh
bukti yang lcngkap dan sah.

(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud daJam Pasal 56 rnemuat semua
pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan
pendapatan Jain.

Pasal 57

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 55 memuat arus kas masuk
dan arus kas keluar yang digunakan rnengatur penarikan dana dari rekening
kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan
oleh kepala Desa.

Pasa156

(3) Sckretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan RAJ( Oesa
yang diajukan Kaur Keuangan.

(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi
Sekretaris Desa.

(2) Rancangan RAKDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kcpada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAJ( Desa berdasarkan DPA yang
telah disetujui Kepala Desa.

Pasal55

(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telab diverifikasi oleh
Sekretaris Desa.

(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15
(lima belas) hart kerja sejak Kaur dan Kasi mcnyerahkan DPPA.

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran rnenyerahkan rancangan
DPPA kepada Kepala Desa melaJui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam}
hart kerja setelah penugasan sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1).

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan; dan
b. rencana anggaran biaya perubahan,

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa
dari/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB
Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran darr/atau
terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi
peJaksana kegiatan anggaran untuk rnenyusun rancangan DPPA.

Pasal54
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(I) Penggunaan anggaran yang diterirna dari pcngajuan SPP sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal60 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara
_:;w~elola tidak Jebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 61

(2) Pengajuan SPP wajib rnenyertakan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran.

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam
setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang
tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari
yang tertera dalam OPA.

Pasal60

(6) Ketenruan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berpcdoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan
barang/jasa di Desa.

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui
swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh
penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan mernenuhi
persyaratan,

(4) Pengadaan meLalui swakelola sebagaimana dirnaksud pada ayat (3)
dilakukan derigan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari
wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi
masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan
masyarakat seternpat,

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana climaksud pada ayat (2) diutarnakan
melalui swakelola.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) dilakukan
dengan pengadaan melalui swakelola danj'atau penyedia barang/jasa.

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan bcrdasarkan OPA yang telah
disetujui Kepala Oesa.

Pasal59

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku
pernbantu kegiatan untuk rnencatat semua pengeluaran anggaran
kegiatan sesuai dcngan tugasnya.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran benanggungjawab terhadap
tindakan pengeluaran sebagairnana climaksud pada ayar (1).

(3) Bukti sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan
kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab alas kebenaran
material yang tirnbul dari penggunaan bukti tersebut.

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung
dengan bukti yang lengkap dan sab.
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Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyarnpaikan laporan
akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa
paling lambat 7 (tujuh) han sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasa163

(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran
yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala
Desa.

(4) Kepala Desa rnenyerujui perrnintaan pernbayaran sesuai dengan hasil
verifikasiyang dilakukan oleh sekretaris Desa.

(3) Dalarn setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekretaris Desa berkewajiban untuk :
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang

tercantum dalam perrninraan pembayaran;
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. menolak pengajuan perrnintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi

pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan
yang ditetapkan.

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilarnpiri dengan:
a. pernyataan tanggungjawab belanja; dan
b. bukti pcnerimaan barang/jasa di ternpat,

(1) Pengajuan SPP unruk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui
penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

Pasal62

(6) Dalarn hal jurnlah realisasi pengeluaran pernbayaran barang/jasa lebih
keci! dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

(5) Sekretaris Desa merneriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran
dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disarnpaikan oleh
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyarnpalkan
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa
kepada Sekretaris Desa.

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembanru panjar.

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur
Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
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(3) SiLPAyang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atauI f~--1,aniUIan sebag.imana d;maksud pad•• yat (1) huruf b rnerupakan

(2) SiLPAyang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakao perhitungan perkiraan
penerimaan dari pelampauan peridapatan dan /atau penghematan
beJanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk mernbiayai kegiatan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa rabun anggaran
berkenaan.

(1) Penerimaan perobiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 31 huruf a digunakan untuk :
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari

pada realisasi belanja; dan
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan,

Pasal67

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 31 dan
Pasal 32 dianggarkao dalam APBDesa.

Pasal66

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan selurub penerimaan pajak yang
dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan
modal.

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan
pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagairnana dimaksud pada ayar
(1) .

(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran
Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.

Pasal 65

(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga
kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa
ditetapkan.

(3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB
pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan
verifikasiyang dilakukan oleh sekretaris Desa.

(2) Sckretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Kaur dan Zarau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAE
pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada
kepala Desa melalui sekretaris Desa.

Pasal64
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(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai
pelaksana fungsi keberidaharaan.

Pasal70

Bagian Ketiga
Penatausahaan

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b
dicatat pada pengeluaran pembiayaan.

(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

Pasal69

(5) Dana cadangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) dianggarkan pada
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabiJa dana
cadangan telah mencukupi untuk rnelaksanakan program dan kegiatan.

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar
yang telah diterapkan dalarn Peraturan Desamengenai dana cadangan,

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) rnerupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas
Desa.

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 31 buruf
b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal
32 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal68

(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang
belurn selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan
yang akan disahkan dalam OPAL.

(5) Kaur darr/arau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalarn rnengajukan
rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan
Descmber tahun anggaran berjalan.

(4) Kaur danj atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kernbali
rancangan DPA untuk diserujui kepala Desa menjadi DPAL unruk
mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

perhitungan rill dari anggaran dan kegiatan yang harus disclesaikan
pada tahun anggaran berikutnya.
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(4) Pcngeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan
secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh KepalaDesa.

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan
melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung
kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi
pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh KepalaDesa.

(2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara
swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPAdan SPP yang diajukan
serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

(I) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAKDesa
yang telah disetujui oleh KepalaDesa.

Pasa173

PenerimaanDesa disetor ke rekeningkas Desadengan cara :
a. disetor langsung ke bank oleh Pernerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota;
b. disetor meJalui bank lain, badan, lcmbaga keuangan dan /atau kantor

pOS oleh pihak ketiga; dan
c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dan pihak

ketiga,

Pasal72

(4) 8ulru pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

(3) Buku pernbantu pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan catatan perierimaan powngan pajak dan pengeluaran
setoran pajak.

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran rnelalui rekening kas
Desa.

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri
atas:
a. buku pembantu bank;
b. buku pcmbantu pajak; dan
c. buku pernbantu panjar.

Pasal 71

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dirutup setiap akhir bulan.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
meneatat setiap penerirnaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
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(3)-Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disertai dengan ;

f 1

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir lahun anggaran
berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Desa kepada Bupati rnelalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 76

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

(4) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi laporan keuangan bersarna
Kecamatan, DPMDdan Zatau BKDminimal setiap triwulan paling lambat
tanggal 7 bulan berikutnya.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan
b. laporan realisasi kegiatan.

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester
pertama kepada Bupati melalui carnal.

Pasal 75

Bagian Keempat
Pelaporan

(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis
scbagairnaria dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa
untuk diserujui.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analiais atas laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 70 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada
Sekretaris Desa paling larnbat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya,

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada aysl (5)
ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal74

(5) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan
kuitansi penerimaan.
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.
1
keuangan Desa .
Pernerintah Daerah mernbina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan

Pasal81

BABVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Ketentuan mcngenai lampiran bukti transaksi dan dokumen pendukung
pertanggungjawaban kcuangan desa adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
iru.

Pasal80

Format Kode Rekening, Peraturan Desa ten tang APB Desa, Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa ten lang APB Desa, Peraturan Desa ten tang Perubahan APB Desa,
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA,
DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa, Peraruran Kepala Desa ten tang Perubahan Penjabaran
APBDesa, Buku Kas Umurn, Buku Pembantu Kas Umurn, Kuitansi, Laporan
Pelaksanaan APB Desa Semester Pertarna, dan Laporan Pertanggungjawaban
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

PasaJ 79

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76
diinformasikan kepada rnasyarakat melalui media informasi.

(2) Tnforrnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. laporan realisasi APB Desa;
b. laporan realisasi kegiatan;
c. kegiatan yang belum selesai dan Zatau tidak terlaksana;

d. sisa anggaran; dan
e. aJamat pengaduan.

Pasal 78

Laporan Pertanggungjawaban sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 76
merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemcrintahan Desa akhir
tahun anggaran.

Pasal 77

a.laporan keuangan, terdiri atas:

1. laporan reallsasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.

b. laporan realisasi kegiatan; dan
c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang

masuk ke Desa.
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Pasal 85

BAB VIll
PERANSERTA MASYARAKAT

(4)Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kepada
Bupati Cq. DPMDdan BKD.

(1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa pada tingkat
Kecarnatan dilaksanakan oleh tim pembina tingkat kecamatan yang
ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Carnat atas nama Bupat i,

(2) Pernbinaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dapat meliputi :
a. fasilitasi pengelolaan keuangan desa rnulai dari tabap perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pclaporan dan pertanggungjawaban
keuangan desa meJaJui pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan
bimbingan teknis;

b. konsultasi pengelolaan keuangan desa secara langsung atau tidak
langsung;

c. pendidikan dan pelatihan bagi Pengeloia keuangan desa;
d. mengkoordinasikan, menginventarisasi dan melakukan rekapitulasi

Japoran pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa serta laporan
realisasi pertanggungjawaban keuangan desa.

(3) Pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat [l.], meliputi :
a. monitoring perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan

dan pertanggungjawaban keuangan desa:

b. evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

Pasal84

perneriksaan dilakukan
rnekanisrne peraturan

(4) Adapun Pengawasan dalam benruk reviu dan
oleb lnspektorat Kabupaten berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
rneliputi Monitoring dan Evaluasi.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
meliputi Fasilitasi, Konsultasi, Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian
dan Pengembangan.

(1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa pada tingkat
Kabupaten dapat dilaksanakan melalui tim pembina tingkat kabupaten
yang ditetapkan dengan kepurusan Bupati.

Pasal 83

Daerah
tingkat

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Pernerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaksanakan pada
kabupaten dan tingkat kccarnatan.

Pasal 82
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1
Ql J!~a terjadi indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) yang terdapat unsur tindak pidana, maka

(2) lndikasi penyimpangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari pengaduan masyarakat secara tertulis maupun hasil
monitoring dan evaluasi atas pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten.

(1) Jika terjadi indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap
pengelolaan keuangan Desa, Bupati menugaskan Inspektorat untuk
mengadakan pemeriksaan.

Pasal88

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa tidak sesuai dengan prioritas
penggunaan ADD, Dana Desa dan BHPRO danj' atau pedoman umum
dan/atau pedoman teknis kegiatan yang telah ditetapkan.

(1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Desa yang
tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Daerah dapat
memberikan sanksi berupa perigurangan pernberian hantuan keuangan
bagi Desa untuk tahun selanjutnya.

Pasa187

BABIX
SANKSl

(1) Pengaduan masyarakat atas indikasi lerjadinya penyimpangan
pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menyarnpaikannya
kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten
Balangan agar segera dilakukan Audit terhadap pengelolaan keuangan
desa.

(2) Pengaduan rnasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan melalui Camat untuk diteruskan kepada Inspektorat
Kabupaten Balangan.

Pasal 86

(2) Peran serta oleb masyarakat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat
clilaksanakan melaLui:
a. dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa

/musrenbang tingkat Oesa;
b. dapat dilibatkan menjadi anggota daJam tim pelaksana kegiatan teknis
pernbangunan di Desa;

c. pengawasan pada saat proses pelaksanaan pembangunan di Desa
misalnya memantau ada tidaknya media pengumuman kegiatan fisik
di desa (namajenis kegiatan pagu dana dan sumber dana);

d. pengawasan oleh masyarakat desa hanya sebatas pada perneriksaan
obyek Jisik ada tidakriya kegiatan rersebut dilaksanakan oleh
Pernerintah Oesa bukan pacta bukti adrninistrasi surat
pertanggungjawaban desa.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa,
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Pada saat Peraturan Bupati 101 mulai berlaku, Peraturan Bupati
Balangan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan
Oesa Kabupaten Balangan ( Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017
Nomor31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal92

BAB XlI
PENUTUP

(2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalarn Peraturan Bupati
ini mulai berlaku unruk APBDesa tahun anggaran 2019.

(1) Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini rnasih berjalan berdasarkan
Peraruran Bupati Nomor31 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa tetap berlaku sarnpai tahun 2018 berakhir.

Pasal91

BABX1
KETENTUAN PERALlHAN

Kerugian Keuangan Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran
administratif dan Zatau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dcngan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal90

(1)Selain menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester
pertarna sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 75 serta laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 76, Kepala Desa juga menyampaikan laporan
sebagai berikut :
a. laporan realisasi pcnggunaan Dana Desa setiap tahap;
b. laporan realisasi penggunaan ADDsetiap tahap; dan
c. laporan realisasi penggunaan BHPRDsetiap tahap.

(2) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan
aplikasi siskeudes.

Pasal89

BABX
KETENTUAN LAIN·LAIN

penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui jalur hukum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BERITADAERAHKABUPATENBALANGANTAHUN2018 NOMOR48

Salinan sesuai dengan asUnya

Diundangkan eli Paringin
pada tanggal6 Desember 2018

.#~ARIS DAERAR~~ltKAB :A{{'ENBALANGAN,
I~ \

!f~ v:~}tt~
w" YI J
0. -'< ", ~ ,j .

H. RUSKARIADI

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Pasa193
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Kode BlDANG,SUBBIDANG,dan KEGIATAN
Rekening

1 BIDANGPENYELENGGARAA..NPEMERINTAHANDESA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan
kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungs
[pemerintahan Desa yang mencakup:

1 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Bclanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal30 % untuk kegiatan 1-7)

1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan 'I'uniangan KepalaDesa
1 1 02 Penvediaan Penghasilan Tetap dan Tunianaan Perangkat Desa
1 1 03 Penvediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1 1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honorarium PKPKDdan

PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas /atribut, listrik/telpon,
dil)

1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD
1 1 06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, rnakan-minum),

perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,
listrik/telpon, dIll

1. 1 07 Penyediaan Insentif'/Operasional RTjRW

1 .2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1 2 01 Penyediaan sarana (aset tetao) verkantoran/oemerintahan
1 2 02 Pemeliharaan Geduna/Prasarana Kantor Desa
1 2 03 PembangunanjRehabilitasijPeningkatan GedungjPrasarana Kantor Desa*

1 3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

1 3 01 Pe1ayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat
Pengantar / Pelavanan,KTP,Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll]

1 3 02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakbiran Profil Desa (profiJ kependudukan
dan potensi desa)*

1 3 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1 3 04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil
1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintaban, Perencanaan , Keuangan dan
Pelaporan

1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarab Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDet:
(Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

1 4 02 Penyelenggaraan Musyawarab Desa lainnya (musdus, rembug warga, dil.,
yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

1 4 03 Penvusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dU)
1 4 04 Penyusunan Dolrumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/

LPJ APBDes,dan seluruh dokumen terkait)
1 4 05 Pengelolaarr/Administrasi/lnventarisasi/Penilaian Aset Desa
1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa [Perdea/Perkadee, dll - diluar dokumen

Rencana Pembanzunan /Keuangan)
1 4 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(laporan akhir tahun anggaran, Iaporan akhir masa jabatan, laporan

A.1.Daftar KodeRekeningBidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

A. Format KodeRekening

PENGELOLAANKEUANGANDESA

LAMPmAN
PERATURANBUPATIBALANGAN
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN f<EUANGAN DESA
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1 4 10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pernilihan Kepala
Kewilayahan dan Pemilihan BPD(yang menjadi wewenang Desa)

1 4 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen
dalam mengikuti Lomba Desa

1 4 90 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

1 5 Sub BidaJ1R:Pertanahan
1 5 0] Sertifikasi Tanah Kas Desa
1 5 02 Adminietrasi Pertanahan [Pcndaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi

Agenda Pertanahan]
1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masvarakat Miskin
1 5 04 Mediasi KonflikPertanahan
1 5 05 Penyuluhan Pertanahan
1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan BaJ1gunan(PBBI
] 5 07 Penenluan/Penegasan/Pemban~nan Batas /Patok Tanah Desa ~

2 BIDANOPELAKSANAANPEMBANGUNANDESA
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan
dalam pernbangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan urnum, dan lain-
Lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan
tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan
dan pernbinaan, bidang ini rnencakup:

2 1 Sub Bidang Pendidikan
2 1 01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik

Desa*(Bantuan Honor Pengaiar, Pakaian Seragam, Operasional, dstl
I 02 Dukungan Penvelenggaraan PAUD(APE,Sarana PAun. dst)

2 i 03 Penvuluhan dan Pelatihan Pendidikan bazi Masvarakat
2 1 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/

Sanggar BelaiarMilik Desa *
2 1 05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah

Non- Formal Milik Desa"
2 1 06 Pembangunan/Rehabilltasi/Peningkatan/ Pengadaan Saran a/ Prasarana

/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKAjTPQ/Madrasah Non-
Formal MilikDesa*

2 1 07 Pembangunan/Rehabilitasi/ Perungkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan Desai Sanggar Belajar Milik Desa*

2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan,
Honor Penjaga untuk Perpustakaarr/Taman Bacaan Desa)

2 1 09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Senidan Belajar
2 1 10 Dukungan Pendidikan bag) Siswa Misian/BeI'Prestasi

2 2 Sub Bidang Kesehatan
2 2 01 Penyelenggaraan Pas Kesehatan Desa {PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-

obatan; Tambahan lnsentif Bidan DesajPerawat Desa; Penyediaan
Pelayanan KBdan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tarnbahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas
Lansia, lnsentif Kader Posyandu)

2 2 03 Penyuluhan dan Pelatiban Bidang Kesebatan (untuk Masyarakat, Tenaga
Kesehatan, Kader Kesehatan, dill

2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2 2 05 Pembinaan Palanz Merah Remaia (PMR) tinzkat desa
2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKE)
2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2 2 08 Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posvandu / Polindes/ PKD
2 2 09 Pembangunarr/ Rebabilitasi/ Peningkatan / Pengadaan Sararra/Prasarana

Posyandu/Polindes/PKD ...

keterangan akhir tabun anggaran, informasi kepada masyarakat]
I 4 08 Penzernbanaan Sistem Informasi Desa
] 4 09 Koorclinasi/KeIjasama Penyelenggaraan Pernerintahan dan Pembangunan

Desa (Antar Desa/KecamatanjKabupaten, Pihak Ketiga, dJl)*
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2 2 90 Penyelenggaraan Kampung KB
2 2 91 Dukunzan menuiu Desa Open Defecation Free (ODF)

2 3 Sub Bidang Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang
2 3 01 Pemehharaan Jalan Desa
2 :3 02 Pemeliharaan.dalan Lingkungan Permukimarr/Gang
2 ;j 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2 3 04 Perneliharaan Jembatan MilikDesa
2 3 05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab

Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2 3 06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana BaJaiDesa/Balai Kemasvarakatan
2 3 07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Bitus Bersejarah Milik

Desa/ Petilasan MilikDesa
2 3 08 Pemeliharaan Embung MilikDesa
2 3 09 Pemeliharaan MonumenrGapura/Batas Desa
2 3 10 PembangunanjRehabilitasij PenmgkatanjPengerasan Jalan Desa *
2 3 11 Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkatanjPengerasan Jalan Lingkungan

Permu~man/Gang*
2 3 12 Pembangunan/Rehabilitasl/Penini!:katanLPenllerasan Jalan Usliha Taro ..
2 3 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik

Desa *
2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-

[gorong,Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain')*
2 3 15 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai

Kemasvarakatan *
2 3 16 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Bitus

Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2 3 17 Pembuatari/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa "
2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2 3 19 PembanRunanLRehabllitasi/Penjn~katan Embunz Desa *
2 3 20 Pembangunan/Rehabllitasi/Penmgkatan MonumenyGapura/Batas Desa ..

2 4 Sub Bidanz Kawasan Permukiman
2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak

Lavak Huni (RTLH)GAKlN(pemetaan, validasi. dll)
2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan MilikDesa
2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon

Penampungan Air Hujarr/Bumur Bor, dll)
2 4 04 Perneliharaan Sambungan AirBersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dlll
2 4 05 Perneliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan. Pant, dll..

diluar prasarana jalan]
2 4 06 Perneliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK urnum, dll
2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desaj Permukiman

(Penampungan, Bank Sampah, dll)
2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, AIr limbah

Rumah 1'angga)
2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermam Anak MtliL<Desa
2 4 10 PembanlnUlan/Rehabilitasi/Peningkatarl Sumur Resapan *
2 4 11 Pembangunan/RehabilitasijPeningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

(Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujarr/ Sumur Bor. dill"
2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatarl Sambungan Air Bersib ke

Rumah Tangga (pipanisasi, dIl) "
2 4 13 Pembangunan/Rehabilitaai/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-

gorong, Selokan, Parit, dl1.,diluar prasaranajalan) "
2 4 14 Pemban~unanjRehabilitasj Peningkatan Fasilitas .Jamban Umum/MCK

umum 11·
2 4 15 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah

Desa/Perrnukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)*
2 4 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah

(Drainase, Air limbah Rumah Tangga)*
2 4 17 Pembangunan /Rehabilitasi /Penlngkatan Taman/Taman Bermain Anak

MilikDesa*
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2 5 Sub Bidana Kehutanan dan Linakunaan Hidup
2 5 0] Penaelolaan Hutan Milik Desa
2 5 02 Pengelolaan Linzkunaan HidupDesa
2 5 03 Pelatiban/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

2 6 Sub Bidanz Perhubunzan Komunikasi. dan Informatika
2 6 01 Pembuatan Rambu-rambu di JaJan Desa
2 6 02 Penyelenggaraan lnformasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho

Informasi penetapan/Lf'J APBDesuntuk Warga, dlll
2 6 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/lnstalasi Komunikasi dan Informas

LokalDesa

2 7 Sub Bidana Enerzi dan Sumber Dava Mineral
2 7 0] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Enerzi Alternatif rinakat Desa
2 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi

A1tematiftinzkat Desa ..

2 8 Sub Bidanz Pariwisata
2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata MilikDese
2 8 02 Pembangunan/RehabiJitasi/Peningkatan Sarana dan Prasar'aria Pariwisata

MilikDesa *
2 8 03 Petli!embangru'lPariwisata TirlilkatDesa

3 BIDANGPEMBINAANKEMASYARAKATAN DESA
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk
meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga
kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang
mencakuo:

3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masvarakat

3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos,
[penzawasan nelaksanaan iadwaJ ronda/patrol! dill *

3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanarr/Ketertiban oleh
Pemerintah Desa (SaUinmas desal

3 1 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan
Masyarakat (dengan masyarakat/Instansi pernerintah daerah, dil) Skala
Lokal Desa

3 1 04 Pelatihan Keeiacalaaaan/Tanezan Bencana Skala Lokal Desa
3 1 05 Penvediaan Pas Kesiansiazaan Bencana Skala Lokal Desa
3 1 06 Bantuan Hukum Untuk AParatur Desa dan Masvarakat Miskin
3 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum

dan Pelindungan Masvarakat

3 2 Sub Bidanz Kebudavaan dan Keazamaan
3 2 01 Pembinaan Group Keseman dan Kebudavaan Tingkat Desa
3 2 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai WaJdl

Desa eli tinzkat Kecamatan dan Kabunaterr/Kota
3 2 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan. dan Keagamaan

foeravaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dUltingkat Desa
3 2 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rurnah

Adat/Keazamaan MilikDesa *
3 2 05 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan MilikDesa *

3 3 Sub Bidanz Keoemudaan dan Olah Raga
3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa eli

tingJ<atKecamatan dan Kabupaten/Kota
3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan

Wawasan Kebangsaan, dUItingkat Desa
3 3 03 Penvelenggaraan FestlVal/LombaKeoemudaan dan Olahraza tinzkat Desa
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3 3 04 Perneliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik
Desa*

3 3 05 PembangunanjRehabilitasij Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa"

3 3 06 Pembinaan KarangTaruna7Klub Kepemudaan /Klub Olah raga

3 4 Sub Bidanz Kelembazaan Masvarakat
3 4 01 Pembinaan Lembaza Adat
3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3 4 03 Pembinaan PICK
3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaza Kemasyarakatan

4 BIDANGPEMBERDAYAANMASYARAKATDESA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan
yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat
dalam rneninzkatkan keseiahteraan masyarakat, yang mencakup:

4 1 Sub Bidana Kelautan dan Perikanan
4 1 01 Pemeliharaan Karamba7Kolam PerikananDarat Mili.kDesa
4 1 02 Pemelibaraan Pelabuhan Perikanan Sunzai/Kecil MilikDesa
4 1 03 Pembangunan/Rehabititasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan

Darat Mllik Desa"
4 1 04 Pembangunan/Rebahilitasi / Peningkatan Pelabuhan Perikanan

Sungai/Keci1 Milik Desa*
4 1 05 Bantuan Perikanan (Bibitl Pakan/ dst)
4 1 06 Pelatihan /Bimtek / Pengenalan Tekonologi Tepat Guna unruk Perikanan

Darar/Nelavan *

4 2 Sub Bidanz Pertanian dan Petemakan
4 2 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan

[pertanian. nenzzilinzan Padi/jagung, dUI
4 2 02 Peningkatan Produksi Petemakan (Alat Produksi dan pengolahan

petemakan, kandang, dill
4 2 03 Perumatan Ketahanan Panzan Tinzkat Desa (Lumbunz Desa, dll)
4 2 04 Pemeliharan Saluran Ingasi Tersier ISederhana
4 2 05 Pelatihanl~Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuj

Pertanian Petemakan *
4 2 90 r5'embangunan /rehabilitasi / peningkatan Saluran Irigasi Teraiei

Sederhana

4 3 Sub Bidanz Peninzkatan Kapasitas Aparatur Desa
4 3 01 PeninliKatan kaoasitas keoala Desa
4 3 02 Peninzkatan kaoasitas neranakat Desa
4 3 03 Peninakatan kanasitas BPD

4 4 Sub Bidanz Pemberdavaan Perempuan, Perlindunzan Anak dan Keluarza
4 4 01 Pelatihan/Penvuluhan Pemberdavaan Peremouan
4 4 02 Pelatihan/Penvuluhan Periindunzan Anak
4 4 03 Pelatihan dan Penzuatan Penvandanz DifabeJ(nenvandanz disahilitas]

4 5 Sub Bidana Koperasi, Usaha MOOoKecildan Menengah (UMKM)
4 5 01 Pelatihan Manaiemen Penzelolaan Kooerasi/ KUD / UMKM
4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Ked] dan Menengab serta

Koperasi
4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonorrri

Pedesaan Non- Pertanian

4 6 Sub Bidanz Dukunzan Penanaman Modal
4 6 01 Pembentukan BUMDesa (Persianan dan Pembentukan AwalBUM Desa)
4 6 02 Pelatihan Penaelolaan BUM Desa (Pelatihan vang dilaksanakan oleh Desal

4 7 Sub Bidanz Perdazanaan dan Perindustrian
4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa7Kios milik Desa
4 7 02 Pemban9jlnan7Reh.abilitasi7Peninllkatan Pasar Desa /Kios milikDesa, *
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... = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal
Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

5 SIDANG PENANGGULANOAN BENCANA. KEADAAN DARURAT DAN
MENDESAK
Bidang Penanggulangan Bencana. Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
digunakan untuk kegiatan penanggulangao bencana, keadaao darurat
dan mendesak:

5 I Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5 1 00 Penanggulangan Bencana
5 2 Sub Bidana Keadaan Darurat
5 2 00 Keadaan Darurat
5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5 3 00 Keadaan Mendesak

4 7 03 Penzernbanzan Industri kecillevel Desa
4 7 04 Pembentukao/ Fasilitasi/ Pclatihari/Pendarnpingan kelompok usaha

ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) ...
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PENDAPATlili DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN .....

TENTANG ANGGARANDESAPERATURAN

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besamya kemakmuran
masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran ...... termuat dalam Peraturan,
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran .... yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerirrtahari dan pembangunan meriuju masyarakat
yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Desa Tahun
Anggaran ..

L ,
2. . ~
3 Dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

KEPALADESA (Nama Oesa),

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUNANGGARAN ....

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MARA ESA

TENTANG

KEPALADESA ..... (Nama Desa)
KABUPATENjKOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURANDESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

Menetapkan

Mengingat

Menimbang

B.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

so



PasalS
(1)Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan

untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat,
dan mendesak.

(2)Pendanaan kegiatan sebagaunana dirnaksud pada
ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak
terduga.

(3)Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
peoanggulangan bencana, k.eadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia an.ggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan
Desa tentang perubahan APBDesa.

(4)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegialan normal dari aktivitas

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendall dan pengaruh pemerintah

Desa;
d. memiliki dampak yang signffikan terhadap

anggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan oleb kejadian yang luar biasa
danj'atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal3
Larnpiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat;
a' APB Desa;
b, daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun

anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal4
Kepala Desa menetapkan Peraturan KepaJa Desa
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBDesa.

Pasal2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana climaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang meru pakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Rp .

Rp .
Rp .

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Fernbiavaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan ( a - b )

Pasall
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran dengan perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp , ,.
2. Belanja Desa Rp .

Surplua/Defisit Rp .
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LEMBARANDESA ... (NamaDesa]TAHUN ... NOMOR...

NAMA

SEKRETARISDESA ... (NamaDesa),

tanda tangan

Diundangkan di ...
pada tanggaJ ...

NAMA

tanda tangan

KEPALADESA ..(Nama Desa)

Ditetapkan di .
pada tanggal .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintabkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran
Desa (NamaDesa).

Pasa17
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

tahun
akan

Dalam hal terjacli:
a. penambahan danIatau pengurangan dalam

pendapatan Desapada rabun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan hams dilakukan

pergeseran antar objek belanja: dan
c. kcgialan yang belum diJaksanakan

sebelumnya dan menyebabkan SiLPA
dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa
dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APB Desa dan memberitabukannya
kepada BPD.

Pasal6
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KODE URMAN ANGOARAN SUMBER
REKENINO Rp. DANA
1 2 3 4 5

a b c a b
4 PENDAPATAN
4 1 PADesa
4 2 Transfer
4 3 Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

5 BELANJA
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1 1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan

Tetap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa

1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa

1 1 01 5 1 Belanja Pegawai
1 3 Administrasi Kependudukan. Pencatatan

Sipil, Statistik dan Kearsipan
1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan

kependudukan (Surat Pengantar
/ Pelayanan KTP, Kartu Ke1uarga, dlll

1 3 01 5 2 Belania Barang ClanJasa
2 PeJaksanaan Pembangunan Desa
2 1 Pendidikan
2 1 05 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan

Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman
Bacaan Desa/Banggar Belaiar

Contoh:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERJNTAH DESA. .
TAHUN ANGGARAN .

LAMPTRAN
PERATURAN DESA .
NOMOR. TAHUN .
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DESA

B.2. Format APB Desa

53



Keterangan Cara Pengisian
Kolom I diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a.bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan

Kolom2 :diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
a. pendapatan; dan
b.kelompok pendapatan.

- Bagian Belanja diisi:
a.Belanja; dan
b.jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)

- Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan;
b.Kelompok pembiayaan,

Kolom3 : diisi uraian Pendapatan, 8eJanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode
rekening lihat lampiran A Permendagri ini]

Kolom 4 : diisi dengan jumlab anggaran yang ditetapkan
KolornS : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan

(kolom 1 .c) terkait

( )

Kepala Desa, .
..----~--- , .

2 1 05 5 3 Belanja Modal
5 Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak
5 I Penangzulangan Bencana
5 1 5 4 Belanja Tak Terduga
5 1 Keadaan Darurat
5 1 5 4 Belanja Tak Terduga

dst
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)

6 PEMBlAYAAN
6 I Penerimaan Pembiayaan
6 2 Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBlAYAAN



Rp .
Rp .
Rp .
Rp .

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran Terdiri dari:
1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa
b. Transfer
c. Lain-lain Pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan
2 BeJanja Desa
a. Bidang Penye1enggaraan Pemerintah Desa Rp .
b. Bidang Pembangunan Rp .
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp .
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp .
e. Bidang PenangguJangan Bencana, Darurat,

dan Mendesak Desa Rp .

99

Pasall

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN
ANGGARAN .....

MEMUTUSKAN:

Mengingat : 1. ;
2 ;
3 dan seterusnya;

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Pcraturan
Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka perlu menyusun
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa .....(Nama Desa) Tahun Anggaran

KEPALA DESA ... (Nama Desa) ,

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALADESA (Nama Desa)
l<ABUPATEN/KOTA (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR .. TAHUN...

C.l. Format Rancangan Perkades lentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa
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BERlTA DESA .. (Nama Desa] 1'AHUN ... NOMOR ........• )

NAMA

randa tangan

SEKRETARlS DESA ... (Nama Desa],

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

NAMA

tanda tangan

Ditetapkan di .
pada tanggaJ .

KEPALA DESA (Nama Desa)

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa im dengan
penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa)

Pasal4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal3
Pelaksanaan Pcnjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
daJam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAI yang disusun
oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan
anggaran.

Pasal2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak lerpisahkan dati
Peraturan Kepala Desa ini

Rp .
Rp .
Rp .

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan ( a - b )

Rp .
Rp .

Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)
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KELUARAN OUTPUT
SUMBERKODE REKENING URAIAN VOLUME SATUAN ANGGARAN DANA

1 2 3 4 5 6 7
a B c a b c P

i4 PENDAPATAN
4 1 PADesa
4 1 1 Hasil usaha
4 1 1 00' <Obvek Pendanatan>
4 2 tI'ransfer
4 2 1 Dana Desa
4 3 Pendapatan lain-lain
4 3 1 Penerimaan dari HasiJ

Kerjasama Antal' Desa
4 3 1 .... <Obvek Pendapatan>

dst, ..

JUMLAH
PENDAPATAN

5 BELANJA
1 Penyelenggaraan

Pemerin tahan Desa
1 1 Penyelenggaraan

Bela.nja Penghasilan
rretap, Tunjangan dan
Operasioual
Pemerintahan Desa

I 1 01 Penyediaan
Penghasilan Tetap dan
h'unjangan Kepala
Desa

1 1 0] 5 1 Belanja Peaawai
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap &

Tunjangan KepaJa
Desa

1 1 01 5 1 ] ... <Rincian Obyek
Belania>

1 3 Administrasl
Kependudukan,
Pencatatan Sipil,
Statistik dan
Kearsipan

Contoh

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERlNTAH DESA 00 ..

TAHUN ANGGARAN .

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA.........
NOMOR TAHUN .
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

C.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
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Keterangan Cara Pengisian:
Kolom 1: diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a.bidang:
b.sub bidang; dan
c. kegiatan

Kolorn 2: Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan:

(." "'"'''' """ "'''' ".)

••••••••••••••••••••• I' •••••

Kepala Desa,

1 3 01 Pelayanan administrasi
umum dan kependudukan
(Surat Pengantar /Pelayanan
KTP.Kartu Keluarza, ain

1 3 01 2 2 Belania Baranz dan Jasa
1 ~- 01-~ 2 2 Belania Jasa Honorarium

<Rincian Obyek Belania>
2 Pelciksanaan Pembangunari

Desa
2 1 Pendidikan
2 1 05 Pembangunanj Rehabilitasi/

Penin gkatan Sarana
Prasarana
Perpustakaau/Taman
Bacaan Desa/ Sanggar
Belaiar

2 1 05 5 3 BeJania Modal
2 1 05 5 3 4 Belania Modal Gedung dan
1 1 05 5 3 4 '" <Rincian Obvek Belania>
5 Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan
Mendesak

~ 1 lPenaJ.lgg-Qfane:anBencana
5 1 00 Penanzzulanzan Bencana
5 1 IOC 5 14 IBelania Tak Terduaa
5 1 00 5 4 00 Belania Tak Terduaa
5 1 00 5 4 00 00Belania Tak Terduza

JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT)

6 PEMBLAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiavaan
6 I 1 SiLPATahun Sebelumnva
6 1 1 I SiLPATahun Sebelumnva
6 2 Penzeluaran Pembiavaan
6 2 1 Pembentukan Dana

Cadanl!an
6 2 2 1 Pembentukan DanE

Cadan e:an

ds
SELrSlH PEMBIAYAAN
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- Bagian pendapatan diisi:
a. Pendapatan:
b.kelompok pendapatan:
e.jenis pendapatan; dan
d.obyek pendapatan

- Bagian Belanja diisi:
a.belanja;
b.jenis be1anja (disesuaikan denganjenis kegiatan);
c.obyek belanja: dan
d.rincian obyek belanja.

- Bagian Pembiayaan diisi:
a.pembiayaan;
b.kclompok pembiayaan; dan
c.jenis pembiayaan

Kolom3: Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan [Lihat Lampiran A Permendagri
ini)

Kolom4: Volume diisi dengan volume (jumlah] output kegiatan (Kolom l.c) dan volume
(jumlah) input pada rincian obyek belanja (Kolom2.d)

Kolom5: Satuan diisi dengan saruan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan
(paket, unit) ... Input pada rincian obyek belanja

Kolorn 6. Anggaran diisi dcngan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kolom7: Sumber Dana diisi dengan Surnber Dana yang digunakan dalam kegiatan

[kolom l.e) terkait
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D. RUANG LINGKUP EVALUASI
Ruang lingkup pelaksanaan Bvaluasi, yaitu:
I. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi keJengkapan data dan informasi
terkait dokumen peodukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa

c. SASARAN EVALUASI
Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:
1.Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan
penetapan Rancangan Peraturan Desa ten tang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

2.Dipel'oleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substanst dan rnateri
Rancangan Peraturan Desa. tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APBDesa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu.
1.Maksud
Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan,
kcselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengeJolaan keuangan Desa dalam
membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang
mengutamakan kepentingan umurn dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan.

2. Tujuan Umum
Panduan 1n1 bertujuan untuk mernberikan acuan kepada Camat dalam
rangka evaJuasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa,

A. DASAR PEWKTRAN
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa (APB Desa) sebagai wujud dari

pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oJeh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
ditetapkan tiap tahun dengan Peratu ran Desa.

2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin
anggaran.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa harus dievaluasi oleh Bupati.

4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri
perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan Bupati
melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa ten tang APB Desa dan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

PAi'lDUAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA DESA

D. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
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b. Dokumen Evaluasi
1) Dokumen Utama

a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telab
disepakati bersama BPD;dan/atau

b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang
telah disepakati bersama BPD.

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
a) Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi
Rancangan Perdes tentang APB Desai, berita acara hasil
musyawarab; atau

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa
(untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB
Desa);

- Rencana Pembangunan Jangka Menengab Desa (RPJMDesal.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan,
- Dokumen yang relevan (rnisal, Perdes tentang pembentukan
dana cadangan, Perdes tentang pendirlan BUMDesa, hasil
analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes,dill

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak:
asal-usal dan lokal berskala Desa

c) Sekretaris
d) Anggota

Kasi Perekonomian dan Pernbangunan
Unsur pemerintah kecamatan dan/atau UPT
Kecamatan terkait

2) Anggota TIm Evaluasi dirnaksud adalah pejabat atau star yang
memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkart untuk
melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

3) SegaJa biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam
meJaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)Kabupaten

E. EVALUASI
1. Persiapan Evaluasi

1. Langkah-Iangkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan
evaluasi, yaitu:
1) Pembentukan 'TimEvaluaai APBDesa yang ditetapkan dengan Surat

Keputusan Carnat tentang Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa,
yang terdiri dari:
a) Ketua Camat
b)Wakil Ketua Sekretaris Camat

tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB
Desa;

2. Aspek legaJitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang
meJandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi subslansi dan materi
dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan

4.Aspek substansi anggaran daJam struktur APBDesa yang meliputi
pendapatan. belanja dan pembiayaan.
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3. Hasil Evaluasi
Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APE Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, TIm
Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan
Camat.
Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan anahsis
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan
Peraturan Desa tentang Perl!bahan APBDesa sebagai umpan batik kepada

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesaj perubahan APBDesa.
Langkah-Iangkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

Catatan : Jika dari basil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi
sesuai ketentuan, Tim Evaluasi merninta kepada Pemerintah Desa
untuk melengkapinya, Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung
kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

2. Pelaksanaan Evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan rnenempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:
a. Pemeriksaari kelengkapan dokumen. evaluasi administrasi dan legalitas.

I) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai
berikut:
a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluaei:
b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan
yang akan dievaluasi;

c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan
peraturan yang akan dievaJuasi;

d] Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan
teknis penyusunan peraturan Desa;

2) Langkah-langkah evaluasi:
a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran

semua dokumen;
c) Langkah 3 : Penelitian dan peoganalisian nornor, tanggal dan

kelengkapan lampiran semua dokumen;
d)Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen

dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian
dokurnen;

e) Langkah 5 : Kesirnpulan secara narasi tentang hasillangkah 1 sid
4.

- Perdes tentang Penetapan Dattar Kewenangan berdasarkan hak
asal-usul dan lokaJberskal desa

- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/.Jaaa di Desa
- Peraturan Bupati tentang Dana Desa
- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
- Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah

- Peraturan Bupati tentang Saruan Harga Kabupaten yang
clidalamnya mengatur Standar Harga eli Desa

- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah
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pemerintah Desa untuk melakukan penyempumaan atau persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan ABDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE)
tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:
(a) evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa, dan
(b) evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.
Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau
Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusfkan
kepada:
a. Kepala D.inas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau

sebutan lab1nya;dan
b. Inspektorat Daerah Kabupaterr/Kota.
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Rp .
Rp .
Rp .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....
semula beTjumlah Rp .: ( ), bertambah Zberkurang
sejumlah Rp .: ( ) sehingga menjadi Rp ,-
[ 1 dengan rincian sebagai berikut:
1.Pendapatan Desa
a. semula
b. bertambah/(berkurang)
Jumlah pendapatan setelah perubahan

Pasal 1

Menetapkan

1. j
2 ;
3 dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama

Desa]
dan

KEPALA DESA ... (NamaDesa)

MEMUTUSKAN:
PERATUR.A.N DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJADESA TABUN ANGGARAN

Mengingat

Menirnbang : a. bahwa sehubungan tetjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a. perlu menetapkan Peraruran Desa tentang
Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa) Tahun Anggaran ....

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
'rABUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YilliG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa],

TENTANG

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA (Nama Kabupaten./Kota]

PERATURAN DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

E.1. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
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Rp ..
Rp .
Rp .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....
semula berjumlah Rp ,- ( ). Bertambah/(berkurang]
Sejumlah Rp - ( ) sehingga menjadi Rp ,-
( )dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlab PADesa setelah perubahan

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA....(Nama Desa] TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

Mengingat : 1. ;
2 ;
3 dan seteruenya;

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa
Nomor....... Tahun tentang Perubahan Anggaran
Peridapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka
perlu menyusun Peraturan Kepala Desa teruang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Nama
Desa)Tahun Anggaran :

KEPALA DESA... (Nama Desa],

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

TENTANG
PENJABARANPERUBAHAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELAl~JA

DESA
TAHUN ANGGARAN .

KEPALA DESA ..... (Nama Desa]
KABUPATEN/KOTA (Nama Kabupaten/Kota]

PERATURANKEPALA DESA... (Nama Desa]
NOMOR ... TAHUN ...

F.l. Format Peraruran Desa ten tang Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan APB Desa.
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Pasal2
Uraian lebih Ianjut Penjabaran Perubaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dan. Peraruran Kepala Desa ini.

Rp .
Rp ..
Rp .

Rp .
Rp ..
Rp .
Rp ..

Rp .
Rp._ .
Rp .

Rp ..
Rp ..
Rp .

Rp .
Rp ..
Rp .

Rp ..

Rp ..
Rp .

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula
b. Bertam bah ( (berkurang)

Jumlab setelab perubahan
3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah setelah perubahan

Selisih Pembiayaan setelah perubaban

2. BeJanja Desa
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula Rp ..
b. Bertambah/(berkurang) Rp .

Jumlab setelah perubahan Rp ..
2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula
b. Bertambah/(berlrurang)

Jumlah setelah perubahan
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula
b. Bertambah((berkurang)

JumJab setelah perubahan
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula
b. Bertambab((berkurang)

Jumlab setelah perubahan
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
a. Semula Rp .
b. Bertarobah/(berkurang) Rp .

Jumlah setelah perubahari Rp ..
Jumlah Belanja setelah perubaban Rp .
Surplus/(Defisitj setelah perubahan Rp .

a. SemuJa
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah pendapatan transfer setelah
Perubahan

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sab
a. Semula Rp .
b. Bertambah/(berirurang) Rp .
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah
setelah perubahan Rp .

.Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp ..

1.2. Transfer
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BERITADESA ... (NamaDesa) T.1llilIN... NOMOR.,.

NAMA

tanda tangan

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa).

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

NAMA

tanda tangan

KEPALADESA (Nama Desa)

Ditetapkan di .
pada tanggal .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan KepaJa Desa m.J dengan
penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

PasaJ. 4
Peraturan Kepala Desa ini rnulai berlalru pada tanggal
diundangkan.

Pasal3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dala.m Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran [DPPAl yang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.
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Cara pengisian :
1.Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening
sesuai dengan APBDesa

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode
rekening sesuai APBDesa

3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening
sesuai APBDesa

4. kolom 1 : diisi dengan nomor urut
5. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
6. kolom 3: diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
7. kolom 4: diisi dengan harga satuan yang merupakan

besaran untuk membayar orang/barang
8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

( )( )

KaurjKasi. .
Disetujui
Kepala Desa

••••••••••••.•.••••• '1'" •.••..••...•..••••

NO. URAlAN VOLUME HARGA SATUAN JVMLAH
(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5

lJuMLAH (Rp.)

Rincian Pendanaan

Bidang
Sub Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan

RENCf\NAANGGARANBIAYA
DESA KECAMATAN..'" .

TABUN ANGGARAN ..

O. Format DPA
0.3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAE)
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Cara pengrsian:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom3 : diisi dengan nomor bukti trarrsaksi.
Kolorn el : diisi dengan uraian transaksi.
Kolom5 : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa.
Kolorn 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
Kolom 9 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
Kolom 10 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa.
Kolom 11 : diisi dengan jumlah saldo kas dalarn ru piah.

( )

Kaur/Kasi. .
...- __ ., .

No Penerimaa Pengeluaran Pengembaha
. Tanggal Nomor Uraian n (Rp) n Saldo Kas

Bukti dari Kas ke Kas Desa (Rp.)
(Rp) Belanja Belanja (Rp)

Barang Modal
dan Jasa

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pindahan
Jumlah
dari halaman
sebelumnya

~umlah
Total
Penenmaan I'rotal Pengeluaran

Total Pengeluaran + Saldo Kas

BUKU KAS PEMBANTU KEGlATAN
DESA KECAMATAN .
TAHUN ANGGARAN , .

J. Format Buku Pembantu Kegiatan
J.l. Buku Kas Pembantu Kegiatan
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Cara pengisian:
Kolom 1 ; diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 ; diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom3 : diisi dengan nom or bukti transaksi.
Kolom4 : diisi namaj'sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.
Kolom 6 ; diisi dengan volume jenis barang/tenaga.
Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendah ara.
Kolom 8 : diisi dengan jurn1ah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke

Kas Desa.

( , , , )

Kaur/Kasi
............... , .

Nama Keziatan: ...................... ,..............
:-10. Tanggal Nomor Uraian Penerimaan Nomor Saldo Kas

Bukti Uang IRp) Barang/ Bukti Setor (Rp.)
Tenaga ke Kas
(Volume) Desa

1 2 3 4 5 6 7 8
Pindahan
iJumlah dari
halaman
sebelumnva

Jurn1ah
Total

BUKU PEMBANTU KEGIATt\N PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT
DESA , KECAMATAN ,."., ..
TAHUN ANGGARAN , , , .

J. Format Buku Pembantu Kegiatan
J.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat
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Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan riomenklatur dan kode rekening sesuai APBDesa.
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuaiAPB Desa
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APBDesa.
4. Kolom 1 : dengan nomor urut.
5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
6. Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
7. Kolom 4: diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
8. Kolom 5: diisi dengan rincian yang dimintakan,untuk dibayar.
9. Kolom6: diisi dengan jumlah permintaan dana sarnpai saat ini.
10. Kolom7 : diisi dengan sisa anggaran.

( J

Telah dibayar lunas
Kaur Keuangan,

Disetujui untuk dibayarkan
KepalaDesa,

( )

Kauri Kasi. ..
Telah dilakukan verifikasi

Sekretaris Desa,

............................ 20....

No URAlAN PAGU PENCAlRAN PERMINTAAN JUMLAH SISA
ANGGARAN S.D. YO SEKARANO SAMPAISAAT DANA

LAW INI
(Ro.) (RP.) (RD.) (Rp.) (Rp}

1 2 3 4 5 6 7

LTUMLAH

·• •••• 0 ••••••••••••••••••••••••••

·· .
Bidang
Sub Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN .
TABUN ANGGARAN .

~.1. Format Surat Permintaan Pembayaran
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Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APBDesa.
2. Sub Bidang diisi dengannomenklatur dan kode rekening sesuai APBDesa.
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APBDesa.
4. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut,
5. Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.
6. Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.
7. kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.
8. barisjumlah drisi jumlah keseluruhan.

( )

Kaur /Kasi. .
'0' ••••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••• 0 •••• ' 0.

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

NO
PENERIMA URAlAN JUMLAH

(Rp.)
1 2 3 4

JlJMLAH (Rp.)

Bidang
Sub Bidang
Kegiatan

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KECAMATAN .

TAIlUN ,'\NGGARAN .

L.2. Format Pemyataan Tanggung Jawab Belanja
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Cara pengisian :
Kolorn1 : diisi dengan nomor urut penerimaan (dari pemotongan

pajak) atau pengeluaran (dan penyetoran pajak).
Kolorn2 : diisi dengan tanggal pcnerimaan atau pengeluaran.
Kolom3 : diiai dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.
Kolorn4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom5 : diisi denganjumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom6 : diisi dengan saldo buku kas bendahara.

( )

Kaur Keuangan
..........., .

No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN PENY ETORAN SALDO
(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5

JUMLAH

BUKUKASPEMBANTUPAJAK
DESA KECAMATAN _ .

TAHUN ANGGARAN .

P. Formal Buku Pembantu KasUmum
P.2. Buku Kas Pembantu Pajak
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Cara pengisian:
Kolom1 : diisi dengan nomor urut.
Kolom2 : diiai dengan tanggal transaksi.
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transakai.
Kolom 4 : diisi namaj sumber pemben bantu an danjenis bantuan.
Kolom5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.
Kelom6 : diisi dengan volumejenis barang/Lenaga.
Kolom 7 : diisi dengan norner bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.
Kolom8 : diiai denganjumJah rupiah sebagai saldo yang hams clikembalikan

ke Kas Desa.

( )

Kaur Keuangan
...... ., .

No. Tanggal Nomor Uraian Penerima Pemberian Pertanggung- Saldo
Bukti (Rp)

Jawal;>an
(Ro)Paniar

1 2 3 4 5 6 7 8

BUKU PEMBANTU PANJAR
DESA. KECAMATAN ..
TAHUN ANGGARAN .

P. Format Pembantu BukuKas Umum
P.3 Buku Pembantu Panjar
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<...Nama Penerima ...><..Nama Pemberi ..>

< ... Desa ...>, <... tgl, bIn. th ...>
YangMenerima.

Catatan Keuangan

Yang Memberi,

Uang sebesar : Rp < ..• Jumlah dalam angka ...>
( Jumlah da1am huruf. ..)
( Jumlah dalam .huruf lanjutan ...j

Sebagai pembayaran : < Sebutkan Tujuan Pembayaran (KegiatanjBelanja) ..... >
< Sebutkan Tujuan Pemhayaran Lanjutan
(Kegiatanj Belanja) ..... >
< .... Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan [Kegiatan
/ Belanja) ....>

Telah terima dati Kaur Keuangan Desa <•.•Nama Desa...>

: < Nama Desa ...>
: < Kabupalen/Kota ...>
Tanda Bukti Pen eluaran Uan

Kantor Desa
KahupatenjKota

Q. Format Kuitansi
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REALISASI
KODE REKENING URAlAN ANGGARAN ANGGARAN SUMBER

(Rp) (Rp) DANA
1 2 3 4 5 6

a b c a b c d
4 PENDAPATAN
4 1 PADesa
4 1 J Hasil usaha
4 1 1 ... <Obyek Pendapatan>
4 :2 Transfer
4 2 1 Dana Desa
4 3 Pendapatan lain-lain
4 3 ) Penerimaan dari Hasil

Keriasama Antar Desa
4 3 1 .... <Obyek Pendapatan>

dst. ..

JUMLAH PENDAPATAN

5 BELANJA
1 Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa
1 1 Penyelenggaraan Belanja

Pengbasilan Tetap,
Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan
Desa

1 1 01 Penyediaan Penghasilan
Tetap dan
Tunianzan Kepala Desa

1 1 01 5 1 Belania Pegawai
I 1 01 5 1 1 Pengbasilan Tetap &

Irunjangan
Kepala Deaa

1 ] 01 5 1 1 ... <Rincian Obyek Belanja>
1 3 Administrasi Kependudukan,

Pencatatan Sipil. Statistik
dan Kearsipan

1 3 01 Pelayanan administrasi
umumdan
kependudukan{Surat
Pengantar / Pelayanan KTP,
Kartu Keluarga, dill

1 3 01 5 :2 Belania Barang dan Jasa
1 3 01 5 :2 2 Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obvek;Belanja>
:2 Pelaksanaan Pernbangunan

Desa

Contoh

LAPORANPE:LAKSANAIlli ANGGARANPE:NDAPATANDAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA .
TAHUN ANGGARAN .

R. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester
Pertama
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( )

......... , 20 ..
Kepala Desa, ..

Cara pengisian:
Kolom 1: diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a.bidang;

2 1 [Pendidikan
2 1 05 Pembangunan/ Rehabilitaai/P

eningk atan Sarana
Prasarana
Perpustakaan /Taman
Bacaan DesaI Sanggar
Beiajar

2 1 05 5 3 Belanja Modal
2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung dan

Banzunan
1 1 05 5 3 4 ... <Rmcian Obyek Belanja>

Penangguiangan Bencana,
5 l<eadaan

Darurat dan Mendesak
5 1 Penanggulangan Bencana
5 1 00 5 4 Penanggulangan Bencana
5 1 00 5 4 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 00 00 Belania Tak Terduga

ds
UUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT)

6 ~EMBlAYAAN
6 1 Penenmaan Pembiayaan
6 1 1 SiLPATahun Sebelumnva
6 1 1 ] SiLPA Tahun Sebelumnya
6 2 Pengeluaran Pembiavaan

Pembentukan Dana
6 2 1 Cadangan

Pembentukan Dana
6 2 2 1 Cadangan

ds
SEUSLH PEMBlAYAAN
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b.Sub Bidang; dan
c.kegiatan.

Kolom2: diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan:
. Bagian pendapatan diisi:
a.Pendapatan;
b.kelompok pendapatan:
c.jems pendapatan; dan
d.obyek pendapatan.
Bagian Belanja diisi:
a.belanja;
b.jenis belanja (disesllaikan denganjems kegiatan);
c.obyek belanja: dan
d.rincian obyek belanja.

• Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan.
b.Kelompok pembiayaan; dan
c. jenis pembiayaan.

Kolom3: diisi uraian Pendapatan. Belanja dan Pembiayaan [Lihat Lampiran A
Permendagn ini)

Kolom4: diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kolom5: diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan
Kolom6: diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan

dalam kegiatan (kolom l.e) terkait
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x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

halaman:
x
x
x
x

I Laporan Realisasi APBDes
ITCatatan Atas Laporan Keuangan
A. lnformasi Umum
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
1Rekonsiliasi STLPAdan Kas
2 Pendapatan Asli Desa
3 Dana Desa
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah
5 Alokasi Dana Desa
6 Bantuan Keuangan Propinsi
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
8 Pendapatan Lain lain
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa
1# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa
Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

1# Desa
1# Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi
1# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
1# Pembiayaan
."Aset Desa
1# Penyertaan Modal Desa
# .......•

Lampiran
Lampiran 1 - Rinciao Aset Tetap Desa
Lampiran 2 - .

Daftar lsi

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC

Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ

Tahun Anggaran 20x 1

LAMPlRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA

S.2. Format Laporan Keuangan
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Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan

JUMLAH BELANJA C.14 x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx
SURPLUS/ (DEF1SJT) xx.XXX xx.XXX XX

PEMBrAYAAN C.lS
Penerimaan Pembiavaan xxx.xxx xxx. xxx xxx
Pengeluaran Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx

PEMBIAYAAN NETTO XX.XXX xx.XXX XX
STLPATAHUN BERJAL.J.\N XXX XXX XXX

xxx.xxx xxx. xxx xxx
xxx. xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx,xxx: xxx

xxx. xxx xxx. xxx xxx

Bidang Penyelenggaraan pemerintah
Desa C.9 dan C1S
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C.10 dan CIS
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.ll dan C15
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dcsa C.12 dan CiS
Bidang Penangulangan Bencana, C.13 dan C1S
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa C.2 xxx. xxx xxx. xxx xxx
Pendapatan Transfer

Dana Desa C.3 xxx. xxx xxx.xxx xxx
Bagian dr hasil pajak dan Retribusr
Daerah C.4 xxx. xxx xxx. xsx xxx
Alokasi Dana Desa C.S xxx. xxx xxx.xxx xxx
Bantuan Keuangan Propinsi C.6 xxx. xxx xxx. xxx xxx
Banruan Keuangan Kabupaterr/kota C.7 xxx. xxx xxx.xxx xxx

Pendapatan L-ain lain C.S xxx.xxx xxx. xxx xxx
JUMLAH PENDAPATAN x.xxx.xx ..xx.xxx.xxx x.xxx

BELANJA

(Lebih)/
kurangAnggaran RealisasiRef

LAPORAN REALISASI }\PB DESA
PEMERINTAH DESA ABC

Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ

TAHUN ANGGARAN 20x1

S.2.a. Format Laporan Realisasi APB Desa
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Anggaran Realisasi (LebihJ/
Kurang

Tahap 1 xxx, xxx xxx.xxx xxx

Tahap 2 xxx, xxx XXX.XXX xxx

Tahap 3 xxx. xxx XXX.XXX xxx
xxx, xxx xxx.xxx xx

3. Dana Desa
Dana Desa rnerupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN.Jumlah
peoerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20xl adalah sebagai berikui:

xxx
xxx

xxx. xxx
XXX.XXX
xxx. xxx
XXX,XXX xxx----==:::
XXX.XXX xxx-----=-~

Pendapatan Asli Desa terdiri dati:
a. Hasil Usaha xxx.xxx
b. Hasil Aset xxx, xxx
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong xxx.xxx
d. Lain-lain PADesyang sah xxx.xxx

xxx. xxx

Anggaran Realisasi (Lebih)/
Kurang

2. Pendapatan Asli Oesa
Pendapatan AsHDesa terdiri dari:

X.XXXSaldo Kas per 31 Oesember 20x 1

C. Rincian Pos Laporan Keuangan
1. Rekonsiliasi SILPAdan Kas

SILPAtabun anggaran 20xl XXX
Mutasi Potongan Pajak
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disc tor ke Kas Negara XXX
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan XXX
- Setoran Pajakke KasNegara selamatahun anggaran berjalan (XXX)
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum dieetor ke Kas Negara XXX

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBOes sesuai basis kas
dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank
atau Kas dan BelanJa dicatat pada saat kas dike1uarkan dan telah bersifat definitif.

11.. Informasi Umum
Pemerintab Desa ABC merupakan desa eli Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ.
Sesuai dengan Kepurusan Bupati No Tanggal ,
saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa ABC
1.Kepala Desa : XXXXX
2. Sekretaris Desa : YYYYY
3.Bendahara Desa : ZZZZZ
Kantor Pemerintaban Desa beralamat eli , Desa ABC,
Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ

S.2.b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KI..M,Kabupaten XYZ

Tabun Anggaran 20xl
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Anggaran Realisasi (Lebih)/
RUTang

Tahap 1 xxx.xxx XXX.XXX xxx
Tahap 2 XXX.XXX XXX.XXX xxx
......... XXX.XXX XXX.XXX xxx

XXX.XXX XXX.XXX xxx

8. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dan:

Anggaran Realisasi (Lebih)/
Kurang

Penerimaan dari hasil kerjasama antar
Desa xxx, xxx zxx, xxx xxx
Penerimaan dari hasil kerjasarna Desa
dengan pihak Ketiga XXX.XXX xxx.xxx xxx
Penerimaan dan bantuan perusahaan yang
berlokasi eli Desa xxx.xxx XXX.XXX xxx
Hibah dan sumbangan dan pihak ketiga XXX.XXX xxx.xxx xxx
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun
anggaran sebelumnya yang mengakibatkan
penerimaan di kas Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Bunga bank XXX.xxx XXX~ xxx
Lain-lam pendapatan yang sah xxx. xxx XXX_'iXX xsx

XXX.XXX xxx.xxx xxx

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Penerimaan Desa yang berasal dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
........... adalah sebagai berikut:

Anggaran Realisasi (Lebih)/
Kurang

" ....... XXX.XXX XXX.XXX xxx
......... xxx..xxx XXX.XXX xxx

xxx. xxx XXX.XXX xxx

6. Bantuan Keuangan Propinsi
Penerimaan Desayang berasal dan Bantuan Keuangan Propinsi adalah
sebagai beikut:

Anggaran Realisasi (Lebib)/
Kurang

Tahap 1 XXX.XXX xxx, xxx xxx
Tahap 2 XXX.xxx XXX.XXX xxx
......... XXX.XXX xxx.xxx xxx

xxx. xxx xxx.xxx xxx

5. AlokasiDana Desa (ADD)
Penerimaan Desa yang berasal dan Alokasl Dana Desa (ADD)adalab sebagai
berikut:

Anggaran Realisasi (Lebih)/
Kuranz

Tahap 1 xxx. xxx xxx. xxx xxx
Tahap 2 XXX.XXX xxx.xxx xxx
......... XXX.XXX XXX.XXX xxx

XXX.XXX XXX.XXX xxx

4. Bagian dan hasil pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Desa yang berasal dan Bagian dari basil pajak dan Retribusi
Daerah adalah sebagai berikut:
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XXX.XXX XXX~XXX xxx

XXX.XXX XXX.XXX xxx

XXX.XXX xxx. xxx xxx
xxx.xxx XXX.XXX xxx
xxx. xxx XXX.XXX xxx:

Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Perangkat Desa
Jaminan Kesehatan KepalaDesa dan
Perangkat Desa
Tunjangan BPD

(Lebihl,'
lrurang

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi
Jumlab belanja dalarn klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

Anggaran Realisasi

Anggaran Realisasi (Lebih)/
Kurang

BelanjaBarang dan Jasa xxx. xxx XXX.XXX xxx
BelanjaModal xxx. xxx XXX.XXX xxx

XXX.XXX xxx.xxx xxx

13. Belanja - Bidang PenangulanganBencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Desa
Selama tahun anggaran 20xl, Pemerintahan Desamelakukan penanggulangan
bencana dan keadaan darurat sebagai berik.::.:u::_t:;.: __,.__

Anggaran Realisasi (Lebih)/
Kurang

Belanja Barang dan Jasa .xxx.xxx XXX.JOO< xxx
Belanja Modal xxx.xxx xxx..xxx xxx

XXX.XXX xxx. xxx xsx

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

xxx

xxx
xxx

XXX.XXX
xxx.xxx
xxx.xxx

xxx.zxx
XXX.XXX
xxx. xxx

(Lebih)/
Kurang

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
Belanja unruk Bidang Pembinaan Kemasyarakatarl Desa terdiri dan"-·: _

Anggaran Realisasi

Anggaran Realisasi (Lebib)/
Kllran~

Belanja Barang dan Jasa XXX.XXX xxx.xxx xxx
Belanja Modal xxx. xxx xxx. xxx xxx

xxx, xxx xxx.xxx xxx

10. BeJanja - Bidang Pembangunan Desa
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dati: _

Belanja Pegawai xxx. xxx xxx.xxx xxx
Belanja Barang dan Jasa xxx. xxx xxx,xxx xxx
BelanjaModal xxx, xxx xxx. xxx xxx

xxx, xxx xxx.xxx xxx

RealisasiAnggaran

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pernerintaban Desa terdiri d:.:at=::i::___

(Lebih)/
Kurang
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XXX.XXX XXX.XXX

Bidang Pembinaan Kernasyaratan Desa
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban
Umurn, dan Pelindungan Masyarakat xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Kepemudaan dan 01ah Raga xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat XXX.xxx XXX.XXX xxx

XXX.XXX .:.:xxx=-
XXX.XXX xxx

XXX.XXX
}(XX.XXX

xxx. xxx
xxx. xxx

XXX.XXX

xxx. xxx xxx-----
XXX.XXX xxx

xxx

r:Lebih) /
Kurarig

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

XXX.xsx

XXX.XXX

XXX.,XX.X

xxx. xxx

Realisaai

xxx.xxx
XXX.XXX
xxx. xxx
XXX.XXX

xxx. xxx
XXX.XXX
xxx, xxx
xxx.xxx
xxx.xxx

XXX.XXX
xxx. xxx

xxx. xxx
XXX.XXX
XXX.xxx
XXX.XXX
XXX.XXX

XXX.XXX

XXX.XXX
XXX.xxx

xxx. xxx
XXX.XXX

XXX.XXX
XXX.XXX

xxx.xxx
xxx. xxx
xxx, xsx

Bidang Pembangunan Desa
Sub Bidang Pendidikan
Sub Bidang Kesehatan
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Sub Bidang Kawasan Permukiman
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan
Hidup
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi,
dan Informatika
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral
Sub Bidang Pariwisata

xxx. xxx
xxx. xxx

xxx. xxx

xxx. xxx

XXX.XXX

AnggaranBidang Penyelenggaraan pemerintahan
Desa
Sub 8idang Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, 1'unjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa
Sub Bidang Sarana dan Prasarana
Pemerintahan Desa
Sub Bidang Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Sub Bidang Tara Praja Pemerintahan,
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Sub Bidang Pertanahan

XXX.XXX
15. Belanja Desadalam klasifikasi Sub Bidang
(Fungsi)

Belanja Barang dan Jasa
8elanja Barang Perlengkapan Kantor xxx,xxx
Belanja -JasaHonorarium xxx. xxx
BeJanja Operasional Aparatur Desa XXX ..lCX.'<
Belanja Jasa Sewa xxx.xsx
BeJanja Operasional Perkantoran xxx.xxx
Belanja Pemeliharaan xxx.zxx
BelanJa Barang dan Jasa yang
Diserahkan kepada Masyarakat XXX.XXX

xxx.xxx
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Tanah xxx. xxx
BeJanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat
Berat xxx,xxx
Belanja Modal Kendaraan xxx. xxx
BeJanja Modal Gcdung dan Bangunan XXX.]Q{X
Belanja Modal Jalan xsx, xxx
Belanja Modal Jembatan xxx xxx
Belanja Modallrigasi/Embung/ Air
Sungai/Drainase XXX.xxx
Belanja Modal .Jaringan/Instalasi xxx.xxx
Belania Modallainnya XXX.XXX
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xxx.xxx XXX.XXX xxx
xxx.xxx XXX.XXX xxx
XXX.XXX XXX.XXX xxx
XXX.xxx XXX.XXX xxx
XXX.XXX XXX.XXX xxx

Rincian Aset Tetap dapat untuk rnasing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat
pada lampiran ....

sxx. xxx
xxx. xxx
XXX.JOCK
XXX.XXX

xsx
xxx
xxx
xxx
xxx

sxx. xxxxxx. xxx
XXX.XXX
XXX.XXX
xxx.xxx
xxx. xxx

20xl20xO

xxx,xxx xxx
XXX.XXX xxx
XXX.XXX .:.:XXl~X;

xxx. xxx:
xxx. xxx
xxx. xxx

XXX.XXX xxx.xxx xxx
xxx. xxx XXX.XXX xxx
JOCX.xxx xxx, xxx xxx

xxx. xxx XXX.XXX xxx

xxx

xxx.xxx
xxx.xxx
XXX.xxx

XXX.XXX
XXX.XXX
xxx.xxx

RealisasiAnggaran

xxx. xxx xxx. xxx xxx
xxx. xxx XXX.XXX xxx
xxx. xxx xxx. xxx xxx
xxx, xxx XXX.XXX xxx

xxx. xxx XXX.XXX xxx
xxx.xxx XXX.XXX xxx
xxx, xxx XXX.XXX xxx

XXX.XXX xxx. xxx xxx
xxx. xxx xxx. xxx xxx
xxx. xxx xxx. xxx xxx

xxx.xxx xxx. xxx xxx

xxx. sxx xxx. xxx :sxx

Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Kendaraan
Gedung dan Bangunan
Jalan
Jembatan
Irigaai/Embungy Air Sungai/Drainase
Janngarr/Inetalasi
Aset Tetap lainnya
Konstruksi dalam Pengeriaan

Tanab

Pengeluaran Pembiayaan lerdiri dan:
1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penvertaan Modal Desa

Penerimaao Pembiayaan terdiri dan:
1. SILPA tahun anggaran sebe1umnya
2. Pencairan Dana Cadangan
3: Hasl] Penjualan Kekayaan Desa yang
dipisahkan

Penenmaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

BeJanja - Bidang Penangulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Sub Bidang Keadaan Darurat
Sub Bidang Keadaan Mendesak.

Belanja - Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas
Aparatur Desa
Sub Bidang Pernberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM)
Sub Bidang Dukungan Penanaman
Modal
Sub Bidang Perdagangan dan
Perindustrian
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17. Aset Desa
Perolehan aset desa adalah sebagai beriku::.t;;;,_, _

Penambahanl
(Pengurangan)

16. Pembiayaan
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20xl adalah sebagai beriku='==t;.:.:--:-:::-:--:-_

(LebiliJ/
Kurang



19. dst

xxx
xxx

xxxxxx.xxx xxx.xxx
xxx.xxx xxx.xxx
x:.xx.xxx xxx.xxx
xxx.xxx xxx.xxx

PenambahanJ
(pengurangan)

BUMDesXXX
BUMDesY¥Y

18. Penyertaan Modal Desa
Pemyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut, _

20xO 20xl
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